KEPPRES 151/ 2000, PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN NOVOR 49
TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTI MBANGAN OTONOM DAERAH SEBAGAI MANA
TELAH DI UBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 84 TAHUN 2000

KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A ( KEPPRES)
NOVOR 151 TAHUN 2000 (151/2000)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG
DEWAN PERTI MBANGAN OTONOM DAERAH SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESI DEN NOVOR 84 TAHUN 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa dengan terbentuknya kabi net baru peri ode tahun 1999- 2004
sebagai mana ditetapkan dal am Keput usan Presi den Nonor 234/ M t ahun
2000, di pandang perl u nmenyenpur nakan Keputusan Presiden Nonor 49
Tahun 200 tentang Dewan Pertinmbangan O onon Daerah sebagai mana

t el ah di ubah dengan Keputusan Presiden Nonor 84 Tahun 2000;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945;

2. Undang- undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang Peneri ntahan
Daer ah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor 60, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3839);

3. Undang- undang Nonor 25 Tahun 1999 tentang Pertinbangan
Keuangan Antara Penerintah Pusat dan Daerah (Lenbaran Negara
Tahun 1999 Nonor 72, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);

4. Peraturan Penerintah Nonor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Peneri nt ah dan Kewenangan Propi nsi Sebagai Daerah O onom
(Lenmbar an Negara Tahun 2000 Nonor 54, Tanbahan Lenbar an
Negara Nonor 3952);

5. Keput usan Presiden Nonor 49 Tahun 2000 tentang Dewan
Perti nbangan Ot onom Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2000
Nonor 44) sebagai mana tel ah di ubah dengan Keput usan Presiden
Nonor 84 Tahun 2000 (Lenbaran Negara Tahun 2000 Nonor 70);

6. Keput usan Presi den Nonor 234/ M Tahun 2000 t entang Susunan
Kabi net Peri ode Tahun 1999-2004;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN
NOVOR 49 TAHUN 2000 TENTANG

DEWAN PERTI MBANGAN OTONOM DAERAH SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 84 TAHUN 2000.

Pasal |



Beber apa ket entuan dal am Keput usan Presi den Nonor 49 Tahun

2000 tentang Dewan Perti nbangan Ot onom Daerah sebagai mana tel ah
di ubah dengan Keputusan Presi den Nonor 84 Tahun 2000 di ubah
sebagai beri kut

1

(1)

Ket entuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebaga
beri kut
"Pasal 5

Susunan keanggotaan DPOD terdiri dari

a. Menteri Dal am Negeri dan Otonom Daerah sebagai Ketua
mer angkap Anggot a;

b. Ment eri Keuangan sebagai Waki|l Ketua nerangkap Anggot a;
C. Menteri Pertahanan sebagai Anggot a;

d. Ment eri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebaga
Anggot a;

e. Sekretaris Negara sebagai Anggot a;

f. Kepal a Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal sebaga
Anggot a;
g. Perwaki | an Asosi asi Penerintah Daerah sebagai Anggota :

1. Guber nur Jawa Barat sebagai Wakil Asosi asi
Peneri nt ah Propinsi;

2. Bupati Kutai sebagai Wakil Asosiasi Penerintah
Kabupat en;

3. Wal i kot a Surabaya sebagai Wakil Asosi asi
Peneri nt ah Kot a.
h. Waki | -waki | Daerah, sebagai Anggota, terdiri dari

1. Prof. DR TABRANI RAB, dari Propinsi Riau sebagai
Waki | Daerah Propinsi;

2. Drs. HM PARAWANSA, dari Propinsi Sul awesi
Sel at an, sebagai Wakil Daerah Propinsi

3. H KAMARUDDI N HASYBULLAH, SE, dari Kabupaten Aceh
Ut ara, sebagai Wakil Daerah Kabupaten;

4. Ir. HM SAID, dari Kabupaten Hulu Sungai Sel atan
sebagai Waki |l Daerah Kabupaten

5. Drs. ELI AZER MAYCOR, dari Kota Sorong, sebaga
Waki | Daerah Kot a;

6. H. BACHTI AR DJAFAR, dari Kota Medan sebagai WAKki
Daer ah Kot a".

Ket entuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditanbah
ayat (6), sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai
beri kut :

"Pasal 9

(1) Sekretariat DPCOD nmenbawahi

a. Sekretariat Bi dang O onom Daer ah;
b. Sekretariat Bidang Perti nbangan Keuangan Pusat dan
Daer ah.

(2) Sekretariat Bidang Gtonom Daerah dan Sekretari at



Bi dang Perti nbangan Keuangan pusat dan Daer ah masi ng- nasi ng
di pi mpi n ol eh seorang Kepal a Sekretariat Bi dang.

(3) Anggota Sekretariat Bidang Otonomi Daerah terdiri dari
unsur Departenen Dal am Negeri dan Qononm Daerah, Departenen
Keuangan, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Apar at ur
Negar a, Badan Perencanaan Penbangunan Nasional, dan | nstansi
terkait.

(4) Anggota Sekretariat Bi dang Peri nbangan Keuangan Pusat
dan Daerah terdiri dari unsur-unsur terkait, sebanyak 3
(tiga) orang dari Departenen Keuangan, 2 (dua) orang dari
Departenen Dal am negeri dan O onom Daerah dan 1 (satu)
orang dari Bi dang Perencanaan Penbangunan Nasi onal .

(5) Anggota sebagai mana di maksud dal am ayat (3) dan ayat
(4), diangkat dan di berhenti kan ol en Ketua DPCD atas usul
Kepal a Sekretariat masing-masing Bi dang.

(6) Sekretariat DPOD ber kedudukan di Departenen Dal am
Negeri dan O onom Daerah.”

Ket entuan Pasai 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 11 sel uruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Sekretariat DPCD dijabat ol eh Direktur Jenderal
Penmeri nt ahan Unum Daer ah pada Departenen Dal am negeri dan
O onom Daer ah.

(2) Wakil Sekretaris DPOD dijabat ol en Sekretaris Jendera
Depart emen Keuangan

(3) Kepala Sekretariat Bidang O onom Daerah dijabat ol eh
Pej abat Eselon | dari Departenen Dal am Negeri dan otonom
Daer ah.

(4) Kepala Sekretariat Bidang Peri nmbangan Keuangan Pusat
dan Daerah dijabat ol eh Kepal a Bi dang Anal i sa Keuangan dan
Monet er, Departenen Keuangan."

Ket entuan Pasal 12 di ubah, sehingga berbunyi sebagai

beri kut :

"Pasal 12

(1) Untuk kel ancaran tugas Sekretaris DPOD di bentuk Asisten
Sekretaris DPOD yang dijabat ol eh Direktur Penerintahan
Daerah, Direktorat Jenderal Penerintahan Urum Daer ah,

Depart enmen Dal am Negeri dan O onom Daer ah.

(2) Dal am nenj al ankan tugasnya Asi sten Sekretariis DPCD
bertanggung j awab kepada Sekretaris DPOD.

(3) Asisten Sekretaris DPOD di bantu ol en Wakil Asisten dan
penbantu Asi sten yang bekerja penuh waktu, yang ditetapkan
ol eh Sekretaris DPOD."

Ket entuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 A

sel uruhnya berbunyi sebagai berikut:



"Pasal 12A

(1) Untuk nenbantu kel ancaran pel aksanaan tugas Sekretari at
Bi dang ot onom Daerah dan Sekretariat Bi dang Peri nbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, dibentuk Tim Teknis.
(2) Tim Teknis nenpunyai tuhas untuk nel akukan pengkaji an
dan apabil a di perl ukan dapat nel akukan penelitian il m ah
dal am rangka nenyi apkan bahan rekonendasi sesuai bi dang
t ugas masi ng- masi ng Sekretariat Bi dang.
(3) Dal am pel aksanaan tugasnya, Tim Teknis dapat nmenbent uk
Kel onpok Kerja dan bekerja sama dengan Perguruan Ti ngg
dan/ atau Tenaga Ahli sebagai nara sunber
(4) Susunan keanggotaan Ti mtekni s sebagai mana di naksud
dal am ayat (1) ditetapkan ol eh Sekretaris DPCD'.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal

di undangkan.

Agar setiap orang nenget ahui nya, nenerintahkan pengundangan

Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dal am Lenbar an
Negara Republik | ndonesi a

P

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Cktober 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
ABDURRAHVAN WAHI D

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Cktober 2000

SEKRETARI S NEGARA REPUBLI K | NDONESI A,

ttd
MARSI LLAM SI MANDJ UNTAK
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